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Dengan hormat,

A. Dasar hukum

1. Pasal 178 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi,
*“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

2. Pasal 182 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi,
“Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada
padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar
sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh
enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

3. Pasal 30 huruf a angka 8 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
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Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang berbunyi, “Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah : a.
mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi : 8. pelaksanaan
pengawasan pendaftaran pemilih."

B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada Tahapan Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Agam, mengimbau kepada KPU Kabupaten Agam:

a. Dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar
Pemilih Tambahan (DPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan potensi Daftar
Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk
mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar
Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal;

c. Mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih
Pindahan (DPTb) agar tidak ada pemilih ganda;

d. Memastikan data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan
(DPK) terintegrasi dengan Sidalih;

e. Memberikan akses terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada
Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) secara maksimal;

f. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke
TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar
divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna
meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara;

g. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari
TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan
(DPK);

h. Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;

i. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
melakukan sinkronisasi data pemilih non KTP-el; dan

J. berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika terdapat
perubahan batas wilayah yang berimplikasi pada identitas kependudukan,
domisili, dan ketidaksesuaian lokasi pemungutan suara.
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Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip
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